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Abstrak
T Indomesian mation is a plurakstic nation, especially in religiosity. This is becomring a
mtio &5 yich in differences. The fact that it can not deny, that, the excistence of normative
stamdands that are owwmed by their respective refigion. These religious norms when viewed at a
e, only #o the exctent of wmiversal teackings and values of religions open to consensus.
Hewvrer, if farther revien, in these religions there are also religions norms that are partial-
speatfic, suih as religions doctrine, which is certainly difficult strived occurrence of a harmony.
Wiy 25 lhawed o fle reality that everything must be followed by a doctrinal interpretation, and in
dar woll estallest; religrans fanaticsm among bis people. Of this fact, it can be ascertained that
tlhe mumflict awcris religions docirine among the adberents of a religion nill continue. Hence, it is
meeiany o dusld an awarewess of the plurality of religions in this country. Pancasila as the
wmutoom 5 (hasic plilpsapliy is the ideal model of a plurality basis, Pancasila is a result af the
MW@M of the fosending fathers of the open-minded and tolerant in refigion and was the
emildimens of madifional ralues and culinral berstage. Order 1o create a barmaonious and
aiempvrratn ife im this cosmiry, it is imporiant to review the Pancasila as the foundation of
religgoas plarality in Indomesia. Pancasila is the objectification of the universal values in every
meligin amd bedief, Pancasila is the philosophical basis of the intersection or along the Indonesian
Jreple m rediggom, wath e supreme desty, please indicate that this nation with living up fo ber
relgaom, Lndonesia bas one the same religiosity, namely joint recognition of the supremse deity.
Pamcastla is a social contract and siaie and nation.
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Pesudahulvan

Perkatzan “agama”™ merupakan identitas yang harus dimiliki orang yang hidup di
Indonesta, dan tercanium jelas dalam kartu tanda penduduk, identitas ini merupakan
kewraphan, discbabican Indonesia adalah negara vang mengakui adanya agama dan
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kepercayaan dan masyarakat tunduk terhadapnya. Dalam sila pertama Pancasila yang
menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pasal 29 avat (1) dan (2)
yang menyatakan Indonesia merupakan dengan yang berdasarkan Keruhanan Yang
Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya.'! Lantas apakah makna agama, Mukti Ali mendefenisikan dengan
mengatakan; “Barangkali tak ada kata yang paling sulit diberikan pengertian dan defenisi
selain dari kata agama.” Menurur Muke Ali, terdapat tiga argumentasi dalam
menanggapi statemen sulitnya mendefinikan agama. Perfama agama menitik beratkan
pada soal batin dan lebih bersifar subjektif. Kedua tidak ada orang yang begitu semangat
dan emosional dalam membicarakan persoalan agama, dan yang Aetiga konsepsi
tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian
agama.” Mohammad Natsir mendefinisikan agama sebagai problem of ultimate concern,
suatu problem kepentingan mutlak, yang berarti jika seseorang membicarakan soal
agamanya maka 1a udak dapat tawar menawar.

Berdasarkan pendapat diatas, bukan berarti agama tidak dapar didefiniskan secara
umum. Para ahli menempuh beberapa cara untuk dapat mendefinikan agama; Pertarma
dengan menggunakan analisis etimologis, yaitu menganalisis konsep bawaan dari kata
agama atau kata lamnnya yang digunakan dalam arti vang sama. Kedwa, analisis deskriptif
dengan menganalisis gejala atau fenomena kehidupan manusia secara nyata. Berbicara
tentang agama, maka terdapat tiga padanan kata yang semakna dengan agama yaitu
religl, a/-din dan agama.

Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa ketiganya berbeda
satu sama lainnya seperti pendapat Sidi Gazalba dan Zainal Arifin Abbas yang -
mengatakan a/-din lebih luas pengertannya daripada religi dan agama. Agama dan
religi hanya berisi hubungan manusia dengan Tuhan saja sedangkan a/-din berisi
hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia.
Sedangkan menurut Zainal Arifin Abbas, kata a/-din (memakai awalan a/-# vif) hanya
ditujukan kepada Islam saja. Sedangkan pendapat yang mengatakan ketiga kata di
atas mempunyai makna sama seperti pendapat Endang Saifuddin Anshari dan Faisal
Ismail. Perbedaan hanya terletak pada segi bahasanya saja.

Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama pada umumnya
merupakan suatu sistema credo “tata keimanan’ atau ’tata keyakinan® atas adanya
suatu yang mutlak diluar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistema ritus 'tata
peribadahan’ manusia kepada sesuatu yang dianggap vang Mutlak, juga sebagat sistema
norma ’tata kaidah’ yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan
alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan itu.’
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Secara etimologis agama berarti julan. Maksudnya jalan hidup atau jalan yang
harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan yang menghubungkan
antara sumber dan tujuan hidup manusia, atau jalan yang menunjukkan dari mana,
bagaimana dan hendak kemana hidup manusia di dunia ini. Kamus Bahasa Indonesia
discbutkan bahwa “Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan,
atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian
dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebur.’ Dalam kamus
popular, agama diartikan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan; akidah
dan din.?

Harun Nasution mengatakan, bahwa asal kata religi adalah relegere yang
mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian itu juga sejalan dengan
isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang
terkumpul dalam kitab Suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata
itu berasal dari kata reljgare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang,
mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali
terhadap kehidupan manusia schari-hari. Tkatan itu berasal dari suatu kekuatan yang
lebih tinggi dari manusia. Suatu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap olch panca
indra.

Din berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menguasai, menundukkan,
patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Kata din banyak terdapat dalam Al-Qur’an
diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 3, Surat Al-Kafirun ayat 1-6, surat As-Syura
ayat 13 dan surat As-Syura ayat 21. Darl pengertian agama, religi dan din, dapat diambil
kesimpulan bahwa pengertian agama pertana, agama merupakan jalan hidup, agar
manusia dapat hidup dengan aman, tentram dan sejahtera; £edua, agama adalah aturan,
nilai atau norma yang mengatur hidup manusia yang harus diikuti dan ditaati.

Makna Kemerdekaan Beragama di Indonesia

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, telah
menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara ketuhanan. Ini menyatakan kemerdekaan
hidup beragama di Indonesia. Kemerdekaan ini ditekankan lagi dalam UUD 1945
pasal 29 ayat (1) dan (2). Kemerdekaan beragama merupakan hak azasi manusia, dan
Negara berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran pemeluk
agama dalam menjalankan peribadatannya. Namun banyak kasus yang menyita
banyak waktu dalam menyelesaikan polemik tentang pelaksanaan kemerdekaan
beragama di Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengadakan
perlindungan bagi pemeluk agama dalam mengamalkan ibadah menurut agamanya
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masing-masing, Namun ada pula yang merasa tidak puas terhadap jaminan pemerintah
atas kebebasan beragama.

Dalam kajian lebth dalam, timbul pernyataan tentang kondisi masyarakat Indonesia
dan peraruran perundang-undangan yang mengartur tentang pelaksanaan beragama
di Indonesia. Dalam Negara Republik Indonesia yang berfalsafah, berideologi dan
berdasar Pancasila, agama mempunyai kedudukan yang mulia, karena merupakan
manifestasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menekankan sisi kelapangan
dada dan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan, semua
agama sama diperlakukan di muka undang-undang, Pancasila mampu menjadi titik
temu dalam pandangan yang saling berbeda.®

Padangan terhadap agama bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, agama
adalah tiang pokok dan sendi kehidupan manusia dalam bernegara dan berbangsa
dalam menciptakan karakteristik, ciri dan jiwa Negara yang melekat utuh pada
masyarakatnya. Indonesia menyatakan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja
sebagal dasar moral bagi negara dan pemerintah, retapi juga menciptakan kebhinekaan
tunggal ika yang rertuang dalam kesatan dan persatuan yang berasas keagamaan.
Agama merupakan landasan moral, spiritual, dan etik dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Dalam kehidupan kemerdekaan beragama, Indonesia menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Untuk itu pula dengan UUD 1945 pasal 29
ini, negara berkewajiban memberikan jaminan apar scluruh rakyat yang berbeda agama
di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman dalam memeluk agama,
dan ketenteraman dalam menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing, Dengan
berlakunya UUD 1945 dan peraturan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kemerdekaan
beragama di Indonesia, sedikitnya ada dua hal penting yang berkaitan dengan cksistensi
agama. Pertama, bahwa rakyat Indonesia mendapat perlindungan dari negara untuk
memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. Kedwa, bahwa agama berfungsi menjadi
landasan moral, spiritual dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara, seharusnya bangsa Indonesia dapat memahami pengertian
agama dalam kaitannya dengan istilah kemerdekaan beragama, berdasarkan hukum
positif atau peraturan perundang-undangan vang berlaku. Agama yang diakui di
Indonesia ada enam agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong
Hu Cu sesuai dengan UU No.5/PNPS/1969. Kalau ada perkumpulan yang
mempunyal ajaran tentang kepercayaan dan kebakuan kepada Tuhan, di luar enam
agama tersebut, maka namanya bisa ahiran kepercavaan, aliran kebatinan, aliran
kerohanian, dan sebagainva.
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Dalam negara hukum, segala aspek kehidupan manusia ada aturanaya, baik yang
tertuang sccata langasung dalam bentuk Undang-Undang Dasar (UUD), atau
dijelaskan berdasarkan aturan peraturan lainya yang terdin dari Undang-Undang (UU),
peraturan pemerintah penganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Presiden (perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan lain-lain. Tujuannya ialah agar
kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan
dengan tertib. Dengan berjalannya aturan perundang-undangan diharapkan tidak
terjadi pergesakan antara agama, bahkan terjadi penodaan terhadap agama tertentu
vang menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yang akibatnya akan mengganggu
ketenangan hidup masvarakat secara nasional.

Pengaturan Delik Tindak Pidana Agama

Sebagai Negara hukum Indonesia telah banyak melakukan pengaturan tindak
pidana termasuk dalam penerapan pelaksanaan beragama, agar tidak terjadi penodaan
agama yang menciptakan permusuhan dan pertentangan antara agama dan pemeluk
agama di Indonesia. Dalam pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dan segala
sumber hukum di Indonesia telah jelas menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha
Esa, yang memberikan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan dalam
menjalankan agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Untuk itu pengaturan
tentang pelaksanaan beragama di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yakni:
1. Pancasila. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki kandungan makna

antara lain:

a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan

yang Maha Esa

b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah

menurut agamanya.

¢. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.

d. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.

e. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam

beribadah menurut agamanya masing-masing,’

2. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menycbutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan
Yang Maha Esa. Karena itu, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut
kepercayvaannya,”

3. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28e avat (1) dan (2) disebutkan: 7) “Sefzap

orang bebas memeluke agama dan beribadal menurut agamanya, memilth pendidikan dan
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pengajaran, mentilil pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayal
niegara dan meninggalkannya, serta berbak kembali™; 2) “Setiap orang berbak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sestiai dengan hati nuraninya”.”
UUD 1945 Pasal 28 ] Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “setiap orang
wajib untuk menghormat hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat™
scrta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga
ketertiban umum/ masyarakar”."
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Sebagai anggota Persyarikatan Bangsa-
Bangsa Indonesia menyatakan tanggungjawabnya untuk menghormati Universal
Declaration of Human Rights (DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, DUHAM),
namun scbagai landasan pertama dan utama Ketetapan MPR Nomor XVII/
MPR/1998 tersebut menegaskan, “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan
dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai
moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.”
Undang-Undang No.15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan
Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) di mana memberikan tugas kepada Kejaksaan
untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat
dan negara, semakin memperjelas keberadaan Pakem di institusi penegak hukum
ini. UU No.15/1961 merupakan produk hukum yang menegaskan tugas kejaksaan
untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan ini sekaligus menarik institusi
Pakem berada di bawak Kejaksaan yang sebelurmnya 1961 berada di bawah Depag,
UU No.15/1961 menambah tugas kejaksaan disamping untuk melakukan
penuntutan atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan
aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. Suatu
hal yang tidak lazim ketika kejaksaan dibebani tugas non-penuntutan seperd
mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan tersebut sebelum terbitnya UU
Kejaksaan No.15/1961."
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan
normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa
diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 7) Sefiap orang bebas memeluk agamanya
miasing-masing dan untuke beribadat mennrut agamanya dan kepercayaanmya itn; 2) Negara
wmenjamin kemerdelaan setiah orang memelik agamanya masing-masing dan untuk beribadat
ptenerul agamanya dan Kepercayaaimtya dn”. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa
“Perlindungan, pemeajuan, penegakan, dan penenubian hak asasi manusia menjadi tanggnng

B2

Jawab negara, terutania pemerintal)”.
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8. KUIP (Delik Keagamaan) Pasal 156a, Pasal 175, Pasal 176. Pasal 156a yang
sering disebut dengan pasal penodaan agama dikategorikan sebagai delik terhadap
agama. Perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara
penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan
upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam
menjalankan rugasnya yang diizinkan dan sebagainya.”

9. RUU KUHP Pasal 341-348 Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan
agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi
KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab
VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di
dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian:
Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur
tentang Penghinaan rerhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk
Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). Bagian 11 mengatur tentang
Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini
mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan
Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348). Dari
gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan

lebih luas asptk penudaan agama ini.

Penodaan Agama dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetbook van Strafrecth)
sebenarnya tidak secara khusus mengatur mengenai delik agarmna didalamnya, meski
ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Prof.
Oemar Seno Adji vang pertama mengenalkan Istilah delik agama, yang mengandung
beberapa pengeruan: a) delik menurut agama; b) delik ferbadap agama; c) delik yang
berbubungan dengan agama. bahwa delik agama hanya mencakup delik zerbadap agama
dan delik yang berbubungan dengan agama™.

Dalam KUHP Pasal 156a, penodaan agama dapat dikategorikan sebagai delik
terbadap agama. Sedang delik kategori ¢ tersebar dalam beberapa perbuatan seperti
merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175);
mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal
176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan
sebagainya.

Pada pasal 156a dinvatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara selaya-lamanya

lima tabun barang siapa deigan sengaja di muika unium mengeluarkan perasaan atau melakukan
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perbuatan: a._yang pokokiya bersifat permusuban, penyalahgunaan atan penodaan terbadap snatn
agamsa yang diannt di Lndonesia; b, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut aeana
apapun juga, yang bersendikan Ketrhanan Yang maba Esa".”

Pada pasal 175 dinvatakan bahwa: “Barangsiapa densan kekerasan atan dengan ancaman
Kekerasan merintangi perlemiuan keagamaan Yang bersifal umum dan ditzinkan, atan upacara
keagamaan yang ditzinkan, atan upacara penguburan jenagal, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tabun empat bulan”."

Pada pasal 176 dinyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menggangou pertemuan
keagamaan yang bersifat timum dan diizinkan, atay upacara keagamaan yang diizinkan atan
upacara penguburan jenazab, dengan menimbulkan burn-bara atau suara gadub, diancam dengan
pidana perjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu
delapan ratus rupiah™."”

Pasal-pasal inilah dalam KUHP yang dikategorikan sebagai delik serbadap agama.
Dalam artian yang mendapat perlindungan dalam pasal ini adalah agama itu sendiri.
Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan
orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan,
Nabt, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama *“tidak bisa bicara”
maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi pemeluk agama.

Pasal-pasal ini terdapat dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap
Ketertiban Umum. Berdasarkan bab ini penodaan agama tidak secara tegas mengatur
tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a sebenarnya merupakan tambahan untuk
men-siressing-kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan: Barang
siapa di muka umnm menyatakan perasaan permusuban, kebencian, atan penghinaan terbadap
suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama
enipal lahun alau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan
dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda
dengan sualu atau beberapa bagian lainiya karena ras, negeri asal, agama, temipat asal, keturinan,
kebangsaan atau kedudikan menurnt hukum tata negara.

Perlu dijelaskan kembali pasal 156a tidak berasal dari Wethoek van Strafrecht (WvS)
Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa
ketentuan pasal 156a agar dimasukkan ke dalam KUHP. Dalam Undang-Undang
No. 1/PNPS/1965 pasal 1 tegas menycbutkan larangan mengusahakan dukungan
umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini
sclengkapnya berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengsapa di muka i menceritakan,
wenganjirkan atan mengusabakan dukungan unim untuk pelakukan penafsiran tentany seswati
agama yang utania di Indonesia atan melakukan fkegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
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keegiatan-kegiatan agania i, penafiirait dei kegialasn mana menyimpang dari pokok-pofcok ajarain
dari agana itn". "

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap
Keternban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga
terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan schagainya.
Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi
dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Mengapa aturan penodaan agama dimasukkan dalam KUHP?. Pertanyaan ini
dapat dijawab dengan terlebib dahulu memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/
PNPS/1965. Adapun alasanya, antara lain: pertama, Undang-Undang ini dibuat untuk
mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional
dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
Kedna, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/
kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum
agama. Aliran-aliran terscbut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan
nasional dan menodai agama, schingga perlu kewaspadaan nasional dengan
mengeluarkan undang-undang ini. Kefiga, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk
mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang
dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan;
dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/
penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempal, seraya menyebut enam agama yang diakui
pemerintah (Islam, Kristen, Karolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]),
undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar
enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.'

Keberadaan tindak pidana penodaan agama dapat juga dilihat dari tujuan hukum
pidana yaitu untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan sebagai upaya
prevenuf serta juga untuk mendidik dan memperbaiki orang agar memberikan
manfaat bagi ketentraman dan keamanan masyarakat. Dasar yang digunakan untuk
memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Lisa sebagai
cansa prima negara Pancasila, UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara
berdasar Keruhana Yang Maha Esa. Karena itu, jikalau ada melakukan penghinaan
dan penodaan Tuhan tdak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar inilah,
menjadi prioritas dalam delik agama dalam KUHP.

Scebhenarnya berbagai pendapat baik yvang mendukung maupun yvang menolak
pencrapan UU No. 1/PNPS/1965 menimbulkan delik dalam Penodaan Agama. UU
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ini dianggap memenjarakan seseorang hanya karena menganut atau meyakini agama
tertentu dan dianggap menyimpang, sebagai tindakan keji vang bertentangan dengan
konsttusi. Pendapat itu disampaikan Lutfic Assyaukanie, Dosen Filsasat Kajian
Keagamaan Universitas Paramadina, saat diperiksa sebagai ahli yang diajukan
pemohon dalam sidang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstirusi
(MK), Selain Lutfie, turut diperiksa pula saksi ahli dari pemerintah diantaranya
Kabalitbang Diklat Kemenag Prof. Atho Mudzhar, dan Guru Besar Hukum Pidana
UII Yogyakarta Mudzakkir.

Di hadapan majelis MK, wakil pemerintah selaku termohon, dan pihak terkait
dari DDII, NU, MUI, Lutfic menuturkan iman dan keyakinan merupakan urusan
sctiap individu dimana negara tak dibenarkan ikut campur. “Persoalan utama dalam
UU Penodaan Agama adalah negara/pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan
agama. Atas dasar apa negara melindungi agama tertentu dan mengabaikan atau
mengkriminalisasi agama atau aliran lain?”,  Ta menyadari karena alasan realitas sejarah
politik, negara terlanjur memiliki hubungan yang kompleks dalam persoalan ini.
Namun, jika negara ikut campur menentukan mana agama yang salah atau benar
bukanlab kewenangannya. Terlebih, dalam UUD 1945 tak melarang atau membatasi
jumlah agama, aliran atau sekte. Penjelasan UU Penodaan Agama, kata Lutfie,
memberi ancaman penjara bagi pemeluk agama selain enam agama dan empat aliran
kepercayaan yang diakui pemerintah. Menurutnya, aturan itu jelas bersifat
diskriminatif dan menodai rasa keadilan. Sebab, setiap agama berhak memiliki
pandangan tertentu tentang agama lain. Sama halnya, ketika MUI mengeluarkan
fatwa sesat terhadap agama lain, Syiah menganggap pengikut Sunni sesat, Kristen
menganggap Islam sesat atau sebaliknya. la mengutip Pasal 1 UU Penodaan Agama
yang melarang setiap orang menceritakan, menganjurkan, arau menafsirkan sesuatu
yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama vang dianut di Indonesia. Ia tak
habis berpikir alasan pembuat UU membuat klausul seperti itu. Pasalnya, seluruh
sejarah agama adalah sejarah penafsiran. “Islam bermula dari ajaran vang sederhana,
penafsiranlah yang membuatnya jadi ‘kaya’ dan kompleks dengan munculnya berbagai
mazhab,” '

Berbeda dengan Lutfie, Mudzakkir berpendapat Pasal 1 UU Penodaan Agama,
tudak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal ajaran agama. Sebab, parameter
menyimpang atau tidak menyimpang ajaran agama bersumber dari kitab suci agama
masing-masing, “Penyimpangan itu tentu saja dari kitab suci ajaran agama masing-
masing, sechingga larangan ini tak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 281
UUD 1945,”. Tamenegaskan pengakuan negara terhadap agama yang termuat dalam
penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama ridak dimaksudkan membatasi kebebasan
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sescorang heragama. Akan tetapi, lebih pada persoalan administrasi untuk memenuhi
persyaratan yang ditctapkan negara sebagai suatu agama vang diakui. Sama halnya,
seperti partal politik yang tunduk pada UU Parpol yang pengakuannya dilakukan
oleh Menteri Hukum dan FIAM setelah memenuhi persyaratan,

Pasal 2 ayat (1), menurut Mudzakkir, menyatakan bagj siapa yang melanggar
Pasal 1 dan telah diperingati untuk menghentikan perbuatan itu dalam SKB antara
Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dimaksudkan untuk memberi
perlindungan bagi agama yang diakui. “Ini menjadi kewajiban negara untuk
melindunginya agama yang diakui dari kemungkinan penyalahgunaan agama, sehingga
tak berientangan dengan Pasal 28E UUD 1945”. Sementara Pasal 3, lanjutnya,
pelanggaran perbuatan itu dipidana maksimal 3 tahun sebagai #/fmum remedium dari
sanksi administrasi. Ketentuan ini lazim dalam hukum pidana administrasi. Sebab,
adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan jika
pengenaan sanksi administrasi tak efektif, maka sanksi pidana dikenakan.

Menurutnya Pasal 3 tak terlepas dari Pasal 4, sehingga pengujiannya harus
bersamaan dengan Pasal 4. Sedangkan Pasal 4 yang menyelipkan Pasal 156a KUP
adalah bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang dianggap jahat. Seperti
permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap agama. Pasal ini ia nilai tak
bertentangan 28 jo 29 UUD 1945. “Jangankan terhadap agama, penodaan terhadap
bendera dan lagu kebangsaan pun tak boleh, sehingga Pasal 1 hingga Pasal 4 sebagai
ultimunt remedinm jika prosedur administratif tak bisa dihentikan”.

Senada dengan Mudzakkir, Prof Atho Mudzhar berpendapat tujuan dibuatnya
UU itu bukan untuk intervensi pemerintah terhadap agama atau penafsiran agama,
melainkan untuk memupuk dan melindungi ketentraman beragama. Hal itu termuat
dalam butir 4 penjelasan umum UU itu: Sementara dalam butir 2 dan 3-nya dijelaskan
UU ini diperlukan untuk memelihara persatuan nasional. “Ini menjadi kewajban
negara yang sah dan /ga/ Karenanya, UU Penodaan Agama tak bertentangan dengan
UU 1945,”.

Selain itu, sccara faktual sejak tahun 2006 umat Konghuchu memperoleh
kebebasan beragama dan hak-hak sipil mercka lewat SK Menag tertanggal 24 Januari
2006. Perlu dicarat, dasar hukum SK Menag itu mengacu pada UU Penodaan Agama.
Menurut surat MK No. 356/ PAN.MK/XI1/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang
ditujukan kepada WS Budi S Tanuwibowo, Majelis Tinggi Agama Konghuchu
Indonesia, menyarakan UU Penodaan Agama masih berlaku dan memiliki kekuatan
hukum mengikat. “Dengan kata lain, UU Penodaan Agama it adalah penvelamat
hak beragama dan hak-hak sipil umat Konghuchu di Indonesia. Karcnanya, UU ini
tak bertentangan dengan UUD 1945
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Peran Negara dalam Mencegah Penodaan Agama

Arus globalisasi dan modernisasi idak hanya menghilangkan jarak antara negara,
namun juga negara-negara saling mewarnai sehingga mengakibatkan pergeseran nilai-
nilai agama, nilai-nilai tradisional, serta ekonomi sosial budaya. Perubahan sosial
politik terjadi begitu cepat dan memunculkan respon yang begitu beragam baik dalam
bentuk gerakan-gerakan keagamaan,maupun gerakan dibidang ekonomi, politik
bahkan dalam bidang kenegaraan, Gerakan keagamaan ada yang bersifat radikal,
liberal, bahkan sekuler. Gerakan keagamaan yang radikal cenderung menolak
perubahan, liberal menerima secara terbuka alkurturasi hampir tanpa filter. Sementara
sekulerisme sejak awal perpegang teguh bahwa agama dalah urusan setiap individu
dan negara tidak boleh mencampuri urusan keagamaan warga negaranya, dalam sifat
yang terakhir, tidak ada istilah radikal atau liberal.

Sekulerisme radikal sangat anti terhadap keikutsertaan negara dalam urusan
keagamaan warga negaranya, sekulerisme liberal berpandangan sab-sah saja negara
ikut mengurusi dan mengatur masalah keagamaan warganegaranya dengan maksud
melindungi kebebasan agama orang lain. Begitu pula sebaliknya, atas nama demokrasi,
gerakan liberal menilai bahwa kelompok agama radikal tidak bisa berjalan beriringan
dengan demokrasi.

Indonesia sebagai bagian dari persyarikatan Bangsa-Bangsa, berkewajiban untuk
runduk terhadap DUHAM yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada
tanggal, 10 Desember 1948. Namun demikian, bangsa Indonesia, scbagai bangsa
beragama dengan mayotitas umat lIslam, tetap menegaskan jati dirinya. Artinya
DUHAM, tidak dapat diterima ‘mentah-mentah’ sebagai sesuatu yang faken for granted.
Hal ini dapat kita cermati pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia: “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenat
hak asasi manusia vang bersumber dati ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai
luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.”

Keberadaan PNPS Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 yang
dalam Pasal 1 discbutkan bahwa:”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurean dan mengusahakan dnkungan unmm uniug melafukan penafsiran
tentang sesualan agania yang wlama di Indonesia alau melakufan kegiatan-Regialon reagamaan

yang menyernpai kegiatan-fegiatan agama ilu, pesafsiran dan fegiatan wana nenyimpang dare
pokok-pokok ajaran agana itn”. Merupakan upaya menjunjung tinggl hak-hak sipil
dan politik manusia, yang meliputi hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai
keyakinan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi diantara
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hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu lansung bersumber kepada
martabat manusia sebagai makhluk eiptaan Tuhun, bukan pemberian Negara ataupun
pemberian golongan, namun bersumber pada kevakinan vang tidak dapat
dipaksakan.™

Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, mengembangkan dan
memelihara hakekat ajaran agama yang dianut, tctapi tidak bebas membuat
penvimpangan, merusak atau mengacak-acak ajaran agama dan kepercayaan orang
lain. didasarkan pada rumusan delik dalam pasal 156 KUHP: Di mana ada tertera
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di
misika wnmnm mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifal permusuban,
pemyalahgunaan atau penodaan terhadap suaty agama yang dianut di Indonesia”.

Kesimpulan

Dengan ulasan singkat diatas, seyogyanya pengaturan kebebasan beragama harus
lebih diorientasikan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas
ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama terlebih lagi
pada dogma yang banyak diperdebatkan. Dengan makna ini, bisa dimaknai, pertama,
sctiap penodaan terhadap agama harus diklarifikasi scbagai gangguan terhadap
kepentingan dan kemaslahatan umum dan jangan direduksi menjadi kepentingan
doktrin agama semata, mengingat setidaknya pada dua hal yaitu: [1] perbedaan
hendaknya tetap menjadi ranah dialog bukan pidana. [2] tidak semua perdebatan
doktrinal dapat diselesaikan dengan logika karena hal tersebut menyangkut dengan
keyakinan seseorang, sedangkan perbedaan keyakinan merupakan scsuatu yang
dijamin. Kedua, dalam konsepsi subtantif doktrinal, agama bukan bagian dart
kekerasan, penerapan kekerasan amat terkait dengan konteks dan memiliki kerangka
yang jelas seperti diberikannya setiap negara hak untuk berperang,

Dengan titik tolak ini, tindakan kekerasan terhadap kasus ‘penodaan agama’ jelas
tidak direkomendasikan dan menjadi tugas negara untuk merumuskan sebaik-batknya
klasifikasi penodaan agama secara tepat dan efekuf. Karena scharusnya, Negata
hendaknya tidak memasuki ranah keyakinan dan pikiran masyarakat terhadap
agamanya. Begitu juga, dengan posisi Negara yang melindungi semua kepentingan
seluruh warga Negara, Penistaan, penghinaan atau delegitimasi terhadap sebuab
keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi subtansi keagungan dari agama itu
sendiri. Negara, jika perlu, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsur
kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan
sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalanoya, hal ini perlu menjadi sikap
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dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu saja terdapat

sikap ekstrem dari pengikut agama dalam memakoai perbedaan dalam isu-isu agama,
Jika sudah demikian, maka Negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan
penegak peraturan.
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